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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan kebersihan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan kebersihan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung serta strategi apa saja yang harus dilaksanakan dalam memaksimalkan pelayanannya terhadap masyarakat. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan pelayanan kebersihan  yang sudah diberikan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung di wilayaha kelurahan Pasirkaliki.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menekannkan pada proses obeservasi, wawancara mendalam, serta penelaahan literatur.  Wawancara dilakukan terhadap pimpinan Pimpinan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dan beberapa anggota pegawai serta petugas lapangan yang menanganai langsung masalah kebersihan. Observasi dilakukan terhadap aktivitas, prilaku, serta lingkungan di wilayah Kelurahan Pasirkaliki. Selain itu analisis penelitian ini sangat terbantu oleh ketersediaan literature dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan. 





Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah.Secara umum pelayanan publik merupakan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal. Sering berjalannya waktu pemberian pelayanan publik yang kompetitif dan berkualitas kepada masyarakat akan terus dituntut.Kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda dan beraneka ragam sehingga selalu ada yang merasa tidak puas dalam pelayanan, dan disaat yang bersamaan pemerintah mengalami banyak keterbatasan baik dari segi lembaga, personil, keahlian dan pendanaan. 
Salah satu jenis pelayanan yang diselenggarankan pemerintah daerah adalah pelayanan di bidang kebersihan. Dalam beberapa tahun belakangan ini seiring dengan berkembangannya wilayah perkotaan dan bertambahnya jumlah penduduk berakibat pula dengan bertambahnya timbulan sampah yang dihasilkan oleh manusia atau masyarakat. Persoalan tersebut terjadi disetiap wilayah diseluruh Indonesia, tidak terkecuali di kota Bandung.
Peningkatan jumlah penduduk Kota Bandung yang semakin tinggi mengakibatkan jumlah timbulan sampah yang terus meningkat dimana peningkatan jumlah timbulan harus diikuti pengelolaan yang efektif sehingga masalah sampah tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat.
Berdasarkan data yang diperoleh untuk di wilayah Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cicendo pada saat kegiatan pra survey wilayah kelurahan pasirkali yang terdiri dari 10 RW dengan jumlah penduduk 9.896 dan terus bertambah dari tahun ke tahun makatotal timbulan sampah domestik yang dihasilkan kurang lebih sebanyak kurang lebih 12,6M³ perhari, sedangkan TPS yang tersedia di wilayah kelurahan Pasirkaliki hanya 2 TPS, satu TPS khusus untuk pabrik kina dan yang diperuntukan untuk masyarakat berada di Jalan Cicendo. 
Selain itu keberadaan TPS Cicendo juga dikeluhkan oleh wargakeberadaan TPS cicendo yang berlokasi di pinggir jalan dan dekat dengan perumahan warga dirasa sanggat menggangu, dengan tumpukan sampah yang selalu ada menimbulkan polusi udara yang sanggat menyengat dan pada saat hujan bertambah parah dengan becek dan cairan yang berbau akibat sampah yang tertimbun yang tidak terangkut.
Masalah selanjutnya berkaitan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PD. Kebersihan Kota Bandung. Berdasarkan uraian pekerjaan berkaitan dengan pengelolaan sampah, terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pekerjaan dengan jumlah pegawai. Sebagai contoh, kurangnya jumlah pekerja lapangan (petugas pengangkut sampah di TPS, petugas penyapu jalan) dengan luas wilayah yang harus ditangani berdampak pada penambahan beban kerja pada beberapa pekerja, keterlambatan pelayanan pengangkutan sampah, tingginya keluhan masyarakat, dan lain sebagainya. Satu wilayah (Kelurahan) idealnya membutuhkan 3 sampai 5 petugas penyapu jalan, namun PD. Kebersihan Kota Bandung baru mampu menyediakan 2 sampai 3 petugas penyapu jalan dibagi dalam 3 shift dengan pembagian shift 1 (pukul 04.00-11.00 WIB), shift 2 (pukul 11.00- 17.00 WIB) oleh petugas outsourcing, serta shift 3 penyapuan di jalur-jalur khusus. 
Kondisi yang tampak dari pelayanan yang diberikan oleh PD. Kebersihan Kota Bandung dirasa kurang efektif. Berdasarkan data yang ada dengan pola seperti ini jumlah sampah tidak berkurang sama sekali malah dirasa terus bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meluasnya kawasan komersil.
Sarana dan prasarana  pada tahun 2016 Kota Bandung telah memiliki 159 TPS. TPS ini telah menyebar ke seluruh wilayah Kota Bandung. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka 1 TPS melayani 15.061 jiwa.Timbulan sampah ini diangkut oleh dump truk besar, dump truk kecil, truk terbuka besar, truk terbuka kecil dan lain-lain TPA Sarimukti. Rata-rata truk sampah yang beroperasi adalah 90 unit/hari. Persentase pengangkutan sekitar (1.100 ton/hari : 1.459 ton/hari)x 100 % = 75,39 %.Total sarana angkutan/truck sampah di Kota Bandung sebanyak 102 unit, rata-rata yang beroperasi 90 unit/hari. Kendaraan tersebut mengangkut sampah sebanyak 1.029 ton per hari (PD. Kebersihan, 2012) dari total timbulan sampah Kota bandung 1.667 ton per hari. Persentase pengangkutan sampah ke TPA ini sekitar 62%.
Sehubungan dengan permasalahan yang sudah di jabarkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Efektivitas Pelayanan Kebersihan PD.Kebersihan Kota Bandung khususnya  di Kelurahan Pasirkaliki. Peneliti akan memotret fenomena pelaksaaan pelayanan kebersihan berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Perda Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan, dan Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 yang menurut peneliti belum efektif pelaksanaannya Hal ini dilihat dari daya tampung TPS Cicendo yang kapasitasnya belum memadai, serta fasilitas TPS nya yang belum sesuai standar seperti yang diamanatkan dalam UU no.8 Tahun 2008, serta posisi TPS cicendo yang berjarak satu lapis tembok dengan bangunan milik warga yang sudah sering dikeluhkan warga masyarakat sekitar supaya dipindahkan. Melalui tulisan ini peneliti berharap akan membuka suatu konsep baru yang menarik untuk mengembangkan pelayana kebersihan di Kota Bandung khususnya di Kelurahan Pasirkalik.
1.1.	Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :
1.	Bagaimana Efektivitas Pelayanan yang diberikan oleh Pd. Kebersihan Kota Bandung di Kelurahan Pasirkaliki.
2.	Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas  pelayanan yang di berikan oleh PD. Kebersihan Kota Bandung di Kelurahan Pasirkaliki.





1.4.	Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1.4.1.	Tujuan Penelitian
1.	Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas pelayanan kebersihan yang diberikan oleh PD. Kebersihan Kota Bandung  di wilayah Keluraha Pasirkaliki
2.	Untuk mengetahui dan  gambaran yang jelas tentang faktor apa saja yang menjadi peyebab belum optimalnya pelayanan kebersihan di wilayah Kelurahan Pasirkaliki








Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermafaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :
1.	Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu administrasi dan kebijakan publik khususnya dalam bidang yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat.






Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Perkembangan globalisasi mengenai teknologi informasi membawa seluruh Instansi, Lembaga, Badan, Dinas serta Kantor Pemerintahan menuju perubahan-perubahan terhadap sikap mengenai cara memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Kemajuan teknologi yang sangat pesat ini menyebabkan pengaruh sangat besar pada semua bidang, yaitu dalam pelayanan teknologi informasi pada suatu instansi pemerintahan.
Pelayanan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, dapat juga dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.Pelayanan merupakan suatu pemecahan permasalahan antara manusia sebagai konsumen dan perusahaan sebagai pemberi atau penyelenggara pelayanan. Maka Gronroos 1990:27 mendefinisikan pelayanan yaitu: 








Pengertian pelayanan umum atau pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum. Kepentingan umum dengan pelayanan umum saling berkaitan. Pelayanan publik dalam perkembangan lebih lanjut dapat juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi. Melengkapi uraian tersebut, ada beberapa pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan serangkaian aktifitas yang diberikan oleh suatu organisasi atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan publik dimaknai sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan hakhak dasar tersebut. (Kurniawan dan Najib, 2008:56). Pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan.
Pelayanan umum merupakan kegiatan yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok dengan landasan melalui sistem atau prosedur yang telah ditentukan untuk usaha memenuhi kepentingan masyarkat.Pelayanan umum harus mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, karena pelayanan umum berfungsi memenuhi kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan.


2.3.	Teori Efektivitas Pelayanan Publik
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan: 

“Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan.”

Menurut pandang Mahmudi (2005:92) dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut :







Gibson dalam Steer (1984:32-34) berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi:
1.	Kriteria efektivitas jangka pendek : 
a.	Produksi adalah Kuantitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi.
b.	 Efisiensi adalah Nisbah yang mencerminkan perbandingan beberapa aspek prestasi unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
c.	Kepuasan adalah Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.
2.	Kriteria efektivitas jangka menengah : 
a.	Kemampuan adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain guna menghasilkan produk dan layanan yang baru dan berbeda menanggapi permintaan pelanggan.
b.	Pengembangan adalah merupakan ukuran kemampuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam menghadapi tuntutan masyarakat dan lingkungan atau tanggung jawab organisasi memperbesar kapasitanya dan potensinya.
3.	Kriteria efektivitas jangka panjang
a.	Kelangsungan Hidup adalah mengembangkan alternative rencana dan dengan menyeleksi rencana yang tepat sesuai dengan perubahan lingkungan.

2.3.2.	Faktor Pengukur Efektivitas Pelayanan
Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut (Barrow, 2005: 35-37): 
1.	Regulasi Regulasi merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan kata lain sebuah kebijakan yang telah disusun merupakan acuan pelaksanaan tugas. 
2.	Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan sumber daya produksi yang penting dalam sebuah organisasi. Perekrutan sumber daya manusia yang baik tidak hanya memperoleh sumber daya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan (kuantitas) melainkan juga memperhatikan kualitas sumber daya manusia. 
3.	Kepemimpinan Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil kegiatan suatu organisasi. Gaya kepemimpinan yang tepat didukung dengan sistem yang baik akan menghasilkan kualitas organisasi yang baik. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pengembangan pegawai.
4.	Hubungan dengan Pihak Luar Faktor internal organisasi berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi, namun faktor eksternal organisasi di mana organisasi tersebut berada menjadi faktor pendukung kegiatan organisasi. Menjaga hubungan dengan lingkungan eksternal sangat mutlak dilakukan.
2.4.	Proses dan Perencanaan Strategi
Pada dasarnya, seperti sudah kita ketahui bahwa kata perencanaan strategis merupakan perpaduan antara kata perencana-an dan kata strategis. Perencanaan, telah diuraikan sebelumnya, sebagai proses mendasar dalam menentukan apa yang ingin dicapai dan bagai- mana cara mencapainya. Menurut Siagian (2008 : 15) istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara popular sering dinyatakan sebagai kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk meme-nangkan suatu peperangan. Dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya. 





III.	OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1	Deskripsi Objek Penelitian
3.1.1	Gambaran Umum Kelurahan Pasirkaliki
Kelurahan Pasirkaliki terdapat beberapa sarana prasarana komesil dan sosial, seperti pada tabel diatas jumlah bank sebanyak 3, koperasi 2, sarana olahraga 1, kelompok pertokoan 2, minimarket 4, dept store dan yang terbanyak adalah hotel 16.
Kondisi kebersihan di wilayah Kelurahan Pasirkaliki dari segi pengelolaannya dirasa belum optimal. Hal ini dapat terlihat masih adanya  tumpukan sampah di sekitar rumah-rumah warga, tumpukan sampah di sekitar area Gor Padjadjan, dan hampir setiap hari sampah yang tidak terangkut di TPS Cicendo.
3.2	Desain Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitataif menurut Bogdan & Bikle, S (1992:21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghsilkan data deskripsi berupa ucapan atau tilisan dan prilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pamahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan social yang menjadi fokus penelitian.
3.3	Informan Penelitian
Pemilihan informan didasarkan pada subjek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data. Informan dalam penelitian ini adalah Direktur Utama Pd. Kebersihan Kota Bandung, Direktur Teknik dan Operasional, Kepala Opersional Wilayah, Kepala Satuan Penelitian, Kepala Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat, Seksi Hubungan masyarakat, coordinator Kebersihan Kecamatan, Ketua RW/RT, Petugas Pengangkutan Sampah, Warga Masyarakat.

3.4	Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, sumber yang paling umum digunakan adalah obeservasi, wawancara, dan dokumen.Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, analsisnya tergantung pada keterampilan integratif dan interpretative dari peneliti.Menurut Gaya dan Airaisan (dalam Emzir 2010:37).
1.	Observasi 
Observasi ilmiah menurut Garayibbah (dalam Emzir 2010: 38) adalah perhatian terfokus pada gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.
2.	Wawancara 
Wawancara dapat di definisikan sebagai ‘Interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.
3.	Dokumen Lokasi
Apabila tersedia, dokumen-dokumen ini dapat menanmbah pemahaman atau informasi untuk penelitian.

3.5	Teknik Analisis Data
Sesuai dengan jenis penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dilapangan dari para informan dan data yang diperoleh pada saat melakukan pedoman wawancara, dianalisis menurut keterangan yan diberikan pada pendoman wawancara. Data dari hasil wawancara akan diuraikan dengan masing-masing pelaku yang diwawancarai yang dijadikan key performan, sehingga dapat memeberikan keterangan sesuai dengan masalah yang terjadi pada tempat penelitian.
Menurut Miles dan Huberman (dalan Emzir 2010:129) analisis meliputi 3 langkah, yaitu :
1.	Reduksi Data
Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2.	Model Data (Data Display)
Miles dan Huberman (1984) menyatakan : “the most frequent form of display data for qualitative research data in the pas has been narative tex” artinya : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja).
3.	Penarikan/Verifikasi Kesimpula.
Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang  mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).


IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Analisis Efektivitas Pelayanan Kebersihan PD. Kebersihan Kota Bandung di Kelurahn Pasirkaliki
4.1.1.	 Produksi
Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dilapangan beban tempat penampungan sementara (TPS) Cicendo yang merupakan tempat penampungan sementara (TPS) khusus warga masyarkat Kelurahan Pasirkaliki adalah 27,33 m³ atau setara dengan 6.224,90 km perhari, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :
Beban terbesar yang ditampung TPS Cicendo adalah yang berasal dari sampah rumah tangga yang itu sebanyak 24,74 m³, kemudian sampah dari penyapuan jalan sebanyak 2,12 m³ dan yang paling rendah berasal dari sampah komersil yaitu sebnayak 0,48 m³.
Dengan melihat data yang ada kemudian membandingkan antara kapasitas dan daya tampung tempat penampungn sementara (TPS) Cicendo yang disediakan oleh PD. Kebersihan 1 unit arm roll dengan kapasitasdan daya tampung sebesar 8 – 10m³ dan diangkut sebanyak2 kali (20m³) dalam sehari, maka akan ada sampah yang tidak terangkut setip harinya sebanyak kurang lebih 7,3 m³ perharinya. Artinya kemampuan PD. Kebersihan memproduksi jasanya yaitu menyediakan tempat penampungan dan pengangkutan sampah belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kelurahan Pasirkaliki sebagai pengguna jasa kebersihan. Merujuk konsep produksi menurut Gibson, mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan sejumlah barang dan jasa seperti yang dituntut oleh  lingkungan, maka peneliti melihat hasil kerja pengelolaan dan pelayanan kebersihan di Kelurahan Pasirkaliki kapasitasnya belum bisa mengatasi timbulan sampah yang dihasilkan warga masyarakat di Kelurahan Pasirkaliki.
4.1.2.	Efisien
Berdasarkan hasil observasi di lapangan berikut ini besaran jumlah masukan (peralatan, uang, manusia) yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan mulai dari sumber sampah (swadaya masyarakat) ke TPS (PD. Kebersihan) sampai ke TPA (PD. Kebersihan).
 Dapat dilihat biaya yang harus dikeluarkan perharinya untuk menggumpulkan dan mengangkut sampah dari sumbernya sampah ke tempat penampungan akhir (TPA) Sarimukti membutuhan biaya kurang lebih Rp. 30.609.373,- , sebesar  Rp. 361.453 dibutuhkan perhari untuk pengumpulan sampah dari perumahan dan sebesar Rp. 30.247.920 perhari dibutuhkan untuk mengumpulkan sampah dan pengangkut sampah dari TPS ke TPA. 
Melihat kembali pengertian efisien dalam (Gibson) yang menyatakan bahwa, Efisien yaitu nisbah yang mencerminkan perbandingan beberapa aspek prestasi unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut. Pelayanan kebersihan oleh PD. Kebersihan Kota Bandung di Kelurahan Pasirkaliki harus ditinjau kembali, sebab beban biaya yang sudah dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang dicapai. Disisi lain tingkat peran serta masyarakat semakin menurun dengan ditadai oleh timbulan sampah yang tidak pernah berkurang, bahkan sampah semakin bertambah dari waktu ke waktu.

4.1.3.	Kepuasan
Kepuasan adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada. (Gibson dalam Steer)
Berdasarkan data nominatif gaji pegawai perusahaan bulan Desember 2016, jumlah pegawai tetap sebanyak 1.416 orang. Gaji pegawai tetap yang masih di bawah UMK Bandung adalah sebanyak 920 orang atau sebesar 64,97%, sementara pegawai kontrak berjumlah 117 orang dengan upah sebesar Rp 1.800.000,- per bulan. seperti terlihat dari rendahnya kesejahteraan karyawan dibandingkan dengan PNS, fasilitas operasional yang kurang dan dalam kondisi kurang terawat dan sebagainya. 
Jumlah jam kerja pegawai yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah adalah 40 jam kerja per minggu. Namun demikian, berdasarkan keadaan yang terjadi di lapangan, rata-rata jumlah jam kerja untuk pegawai unit kewilayahan adalah 48 jam per minggu. Sedangkan rata-rata jumlah jam kerja untuk supir pengangkutan adalah 80 jam per minggu. Kelebihan atas jam kerja tersebut, baik untuk pegawai kewilayahan operasional maupun supir pengangkutan, tidak diberikan upah lembur sesuai dengan kententuan dan peraturan perundang-undangang yang berlaku. Selain hal tersebut, supir pengangkutan juga tidak pernah mendapatkan libur dan tidak mendapatkan hak cuti.
Melihat kembali pengertian kepuasan menurut (Gibson) adalah.tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada. Maka PD. Kebersihan Kota Bandung dalam melakukan optimalisasi kegiatan operasional, harus benar-benar memberikan timbal balik yang sesuai kepada pegawai agar hal-hal yang  dapat menyebabkan turunnya kinerja pegawai dan supir pengangkutan, yang berdampak pada terhambatnya upaya PD. Kebersihan Kota Bandung.

4.1.4.	Kemapuan Adaptasi
Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, mempersiapkan beberapa langkah untuk menanggulangi masalah sampah kota. Saat ini, langkah yang sudah dilakukan, ada empat program yang bakal dijalankan oleh PD Kebersihan. Melakukan perbaikan sistem di dalam, mengaplikasikan smart city. Nantinya, setiap truk sampah akan menggunakan sistem GPS untuk pemantauan kinerja dan rute lokasi TPS. 
Untuk operasional lapangan, ada dipersiapkan sarana untuk penanganan sampah. Dengan mempersiapkan instalasi pengelolaan sampah. Ada beberapa yang sudah disiapkan yaitu biodigester untuk kapasitas 200 ton sehari. Untuk skala sedang PD. Kebersihan akan bekerjasama dengan jepang dengan kapasitas 20 ton sehari. Untuk pengolahan sampah, PD Kebersihan berencana akan membuat tempat stasiun peralihan agar mempercepat pemrosesan sampah.PD Kebersihan, berencana membuat 2 Stasiun Peralihan antara dengan fasilitas mesin press sampah. Program ini, diharapkan berjalan efesien dan efektivitas dalam pemakaian mobil pengangkutan sampah lebih optimal karena satu truk bisa menampung lebih banyak sampah bila sudah di press.
Selain yang sudah disebutkan diatas Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung menyiapkan tim khusus (timsus). Tim ini nantinya akan beroperasi pada saat-saat tertentu misalnya pada saat weekend, libur panjang, menjelang dan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Timsus tersebut akan melakukan pemantauan dan bertugas secara bergantian di lokasi-lokasi yang dinilai rawan penumpukan sampah.
Pembentukan timsus tersebut diharapkan dapat meminimalisasi tumpukan sampah, untuk memaksimalkan pelayanan, timsus tersebut akan memantau kondisi sampah hingga 24 jam penuh secara bergantian. Tugas dari tisus ini mengingatkan masyarakat di tempat keramaian melalui speaker, agar mereka peduli dan menjaga kebersihan lingkungan dari sampah dan untuk memberikan efek jera, petugas PD Kebersihan pun takkan segan-segan memotret dan menegur masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan.
Gibson berpendapat bahwa kemampuan adapatasi merupakan kesanggupan organisasi dalam melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan. Mengacu pada pengertian diatas maka di wilayah Kelurahan Pasirkaliki sendiri masih terbatas pada terbentuknya timsus yang beroperasi pada saat weekend, libur panjang, menjelang dan saat perayaan Natal dan Tahun Baru saja. Untuk operasional lapangan, intalasi pengolahan sampah dan biogester belum tersedia, sehingga pelayanan kebersihan di Kelurahan Pasirkaliki belum bisa dikatakan efektif.

4.1.5.	Pengembangan
Dalam penelitian ini pengembangan adalah kemampuan PD. Kebersihan Kota Bandung untuk melaksanakan pengelolaan kebersihan khusus diwilayah Kelurahan Pasirkaliki. Berdasarkan hasil pengamatan kondisi pengelolaan sampah dan kebersihan di wilayah Kelurahan Pasirkali dari 5 tahun kebelakang sampai dengan hari ini belum ada perubahan yang berarti. Dilihat dari fasilitas yang tersedia khususnya TPS Cicendo yang diperuntuk bagi warga  Kelurahan Pasirkalidilihat dari struktur bangunannya konstruksi berupa kontainer berlandasan dengan dilengkapi atap yang menaungi area TPS sehingga terhindar dari paparan air hujan, di area TPS Cicendo juga belum tersedia ruang pemilahan, gudang atau pun area pengomposan sampah organic.
Berdasarkan amanat yang tertuang dalan UU no. 18 Tahun 2008 minimal untuk kawasan yang dihuni sebanyak 9896 jiwa TPS Cicendo seharusnya memiliki fasilitas ruang pemilahan, gudang, dan area pengomposan sampah organik, dan hal tersebut tidak tersedia. Dikota Bandung sendiri 1 lokasi TPS terpadu (TPST) yaitu selain melakukan kegiatan 3R juga ada bank sampah dan biodigester yaitu di TPST Babakansari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dan lokasi lain yang mempunyai biodigester ada di Sekelimus Kecamatan Batununggal Kota Bandung.
Berkaitan dengan peran serta masyarakat (PSM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan sampah. Berdasarkan berbagai penelitian, PSM terutama yang berkaitan dengan perilaku masyarakat (social behavior) merupakan kunci untuk mewujudkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan (Jones, at.al., 2010).  Sebeneranya sudah banyak program-program yang di keluarkan oleh PD. Kebersihan terkait menanamkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah dari sumbernya, mulai dari program siaran di radio, brosur, stiker, leaflet, dan spaduk. Selain itu program-program yang sifat mengajak juga sudah banyak di dilakukan oleh PD. Kebersihan seperti gerakan pungut sampah (GPS), gerakan KangPisMan (kurangi, pisahkan, manfaatkan), bank sampah, dan yang terbaru program sedekah sampah. Tetapi sayangnya khusus di wilayah Kelurahan Pasirkalki program yang disebutkan diatas belum secara langsung merubah perilaku masyarakatnya dan pada kenyataannya personil dilapangan (swakeloa) sampai saat ini belum dibekali pengetahuan mengenai pengelolaan sampah. Belum ada upaya sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan untuk mengurangi timbulan sampah Kelurahan Pasirkaliki sementara saat ini pengelolaan sampah masih menggunakan paradigma end of pipe sehingga berbagai peluang pengurangan timbulan sampah tidak dijalankan.
Melihat kondisi yang telah disebutkan menggambarkan bahwa PD. Kebersihan belum bisa memenuhi harapan masyarakat. Bahwa  pengembangan menjamin efektivitas melalui investasi sumber daya guna memenuhi permintaan lingkungan. (Gibson)
4.2.	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelayanan 
4.2.1.	Faktor Regulasi
Institusi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Madya Daerah TK II Bandung dan telah mengalami beberap kali perubahan antara lain dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No 15 Tahun 1993 dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 14 Tahun 2011.
Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kepekaan dalam optimalisasi pelayanan publik. Demi maksud itu, pemerintah daerah wajib menyadari keterbatasannya terutama dalam membuat regulasi yang bertumpu pada upaya serius dalam memberikan layanan.  Seperti yang dimaksud dalam (Barrow 2005) bahwa regulasi merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan kata lain sebuah kebijakan yang telah disusun merupakan acuan pelaksanaan tugas. Secara operasional persoalan yang dihadapi PD. Kebersihan yang dikedudukan sebagai BUMD tidak bisa menjalankan fungsi perumusan kebijakan teknis dan menjalankannya secara menyeluruh, karena kebijakan yang dirumuskan terbatas kepada aspek finansial sebagai entitas usaha, tidak  tertuang dalam dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD baik program maupun alokasi APBD. Akibatnya banyak tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah yang diamanatkan UU 18./2008 tidak sesuai bila dijalankan oleh lembaga berbentuk BUMD.
4.2.2.	Faktor Sumber Daya Manusia 
Terkait dengan pelayanan publik, kepuasan masyarakat dapat dicapai apabila SDM yang terlibat langsung dalam pelayanan dapat mengerti dan menghayati serta berkeinginan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. dikemukankan oleh (Barrow 2005) Sumber daya manusia merupakan sumber daya produksi yang penting dalam sebuah organisasi.Perekrutan sumber daya manusia yang baik tidak hanya memperoleh sumber daya sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan (kuantitas) melainkan juga memperhatikan kualitas sumber daya manusia. 
Berdasarkan jumlah pegawai PD Kebersihan per Juli tahun 2016 sebanyak 1.538 orang, dengan jumlah penduduk terlayani sebesar 2.481.469 orang, maka rasio jumlah personil pengelolaan sampah setiap satu orang melayani penduduk berjumlah 1.613 orang. Dengan demikian rasio antara jumlah pegawai pengelola sampah dengan jumlah penduduk minimal 1 orang untuk 1.613 orang. Berdasarkan standar pelayanan minimal dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PU, untuk pengumpulan jumlah personil minimal 1 orang/100 penduduk yang dilayani, sedangkan untuk pengangkutan, pembuangan akhir dan staff, minimal 1 orang/1000 penduduk yang dilayani. Dengan demikian untuk diwilayah Kelurahan Pasirkaliki kebutuhan SDM saat diperkirakan untuk personil pengumpulan dibutuhkan sekitar 98 pegawai untuk melayani penduduk sebanyak 9896 atau perlu penambahan pegawai sebanyak 90. Sedangkan untuk personil pengangkutan, pembuangan akhir dan staff diperkirakan dibutuhkan sekitar 9 pegawai untuk melayani penduduk sebanyak 9896  atau perlu penambahan pegawai sebanyak 4 pegawai.
Semakin tinggi intensitas dan semakin tepat arah pengembangan SDMnya, maka semakin tinggi pula kinerja dan produk organisasi. Dalam organisasi publik, arah pengembangan SDM ini berkaitan langsung dengan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai standar keberhasilan organisasi (Armstrong, 1990). Dengan melihat kondisi seperti diatas sulit untuk PD. Kebersihan Kota Bandung, untuk bisa melaksanakan operasional secara efektif.
4.2.3.	Faktor Kepemimpinan 
Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas suatu organisasi.
Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil kegiatan suatu organisasi. Menrut (Barrow 2005) Gaya kepemimpinan yang tepat didukung dengan sistem yang baik akan menghasilkan kualitas organisasi yang baik. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pengembangan pegawai.
4.2.4.	Faktor Hubungan dengan Pihak Luar 
Internal organisasi berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi, namun faktor eksternal organisasi di mana organisasi tersebut berada menjadi faktor pendukung kegiatan organisasi. Menjaga hubungan dengan lingkungan eksternal sangat mutlak dilakukan.
Penanganan sampah dilingkungan permukiman untuk kegiatan pengumpulan sampah dari masing- masing rumah dilakukan oleh lembaga RT/RW atau LSM secara non formal. Sumber timbulan sampah terbesar di wilayah Kota Bandung bersumber dari permukiman yaitu meliputi ± 65 % dari seluruh timbulan sampah di Kota Bandung. Pengelolaan pengumpulan ini tidak ada penetapan baik mengenai organisasi, personalia, wilayah cakupan pelayanan, standar pelayanan (level of service).
Pelayanan pengelolaan sampah di pasar dikelola oleh PD Pasar Bermartabat dan untuk Pasar Induk Caringin dikelola oleh Koperasi Pasar Induk (Kopas Induk) Caringin. Sumber timbulan sampah terbesar kedua adalah dari kegiatan pasar tradisional maupun pasar induk, meliputi ± 18 % dari seluruh timbulan sampah di Kota Bandung. Penyediaan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaannya bertumpu pada kemampuan lembaga PD Pasar Bermartabat dan Kopas Induk Caringin dan swadaya pedagang yang cenderung statis dan tidak ada perkembangan sesuai kebutuhan pengembangan sistem pengelolaan sampah.
4.3.	Analisis Strategi PD. Kebersihan Terhadap Efektivitas Pelayanan
Proses perencanaan di perusahaan setidaknya terdiri atas empat bagian. Pertama, adalah analisis faktor‐faktor yang mempengaruhi masa depannya. Kedua, penggambaran lingkungan masa depannya. Ketiga, persiapan perencanaan. Dan keempat, pembuatan instalasi rencana. (Ghosh dan Kumar 2006).
Pencapaian sasaran dalam sistem pengelolaan persampahan yang diusulkan dalam hal ini disesuaikan dengan pentahapan yang direncanakan seperti berikut ini :
a.	Tahap I 
	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan lapangan. (lihat halaman 96)
	Peningkatan koordinasi dalam hal kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
	Pengolahan sampah organic sedekat mungkin dengan sumber, dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana eksisting.
	 Beban pengolahan sampah organic adalah 200 – 450 ton/hari, secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun .
	Pengembangan system pemanfaatan hasil pengolahan sampah organik di dalam wilayah  kota Bandung,  diantaranya pengintegrasian dengan konsep energy terbaharukan dan pengembangan urban farming.
	Peningkatan Kinerja Pemilahan: - 
-	Disumber di dorong secara maksimal di Kawasan dimana terdapat TPS 3R,
-	Di TPS 3R, sector informa diberi fasilitas menunjang pemilahan.
-	 Target sampah anorganik termanfaatkan kembali masuk ke dalam system daur ulang formal yang telah terbangun dengan perkembangan mekanisme pasar, diharapkan mampu secara optimal mencapai 200 – 400 ton/hari
	Upgrading TPS yang telah ada sebagai TPS 3R ( dari segi fasilitas dan system ).
	Pengadaan Pusat Daur Ulang ( Recycling Centre ) di lahan-lahan PD Kebersihan yang memungkinkan, dilengkapi sarana untuk reduksi volume beban angkut ke TPA Regional
	Target dalam tahap I prosentase penurunan timbulan sampah sebesar 52% 
b.	Tahap II 
Pada tahap ini sistem yang direncanakan diterapkan dengan target :
	Seluruh sampah organic habis terolah di seluruh wilayah TPS
	Partisipasi masyarakat telah berjalan dan dapat mengikuti sistem yang dikembangkan.
	Reward and Punishment sudah dijalankan dengan optimal.
	Kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi setiap pegawai berjalan secara optimal dan merata.
	Hasil dan evaluasi Survey Kepuasan Pelanggan telah ditindak lanjuti dengan baik dan benar.
	Nasabah Bank sampah sudah bertambah 80% sesuai dengan target yang ditetapkan.
	Prosentase penurunan timbulan sampah terus berkurang.
Untuk tingkat manajemen PD kebersihan guna menjalankan manajemen persampahan dengan unsur-unsur tersebut diperlukan pembagian peran dari para pelaku (Stakeholder yang akan berperan dalam kegiatan pengelolaan sampah) di Kota Bandung, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Bagi peran antar stakeholder dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Bandung berdasarkan unsur manajemen adalah sebagai berikut:
1.	Perencanaan. Bappeda Kota Bandung berperan dalam perencanaan secara umum jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan sampah yang disinergikan dengan perencanaan kota secara keseluruhan dan berperan sebagai fasilitator program-program pengembangan sistem pengelolaan sampah Kota Bandung. Unsur Sekretariat Daerah (Setda) yang membidangi organisasi, keuangan, hukum, hubungan masyarakat turut berperan dalam perencanaan pengelolaan sampah. 
2.	Pembinaan masyarakat. Adalah tanggung jawab BPLH sebagai lembaga yang bertugas mengendalikan dampak kegiatan masyarakat perkotaan terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah memerlukan peran aktif masyrakat sebagai penimbul, karena itu pembinaan ke arah tercapainya perilaku yang sejalan dengan skenario sistem yang dikembangkan harus terus diupayakan. Disamping itu BPLH pun bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian, baik secara teknis operasional, administratif maupun dampaknya terhadap lingkungan ikut terlibat dalam memberikan umpan balik guna perbaikan sistem pengelolaan sampah. Inspektorat Daerah, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Tim khusus yang dibentuk untuk melakukan pengawasan kebersihan kota, menjadi alat organisasi yang bertugas untuk pengawasan dan pengendalian. 
3.	Disamping PD. Kebersihan, operasional pengelolaan sampah juga menjadi tugas dari OPD terkait yang menangani infrastruktur dan pelayanan perkotaan seperti PD. Pasar mengelola kebersihan pasar tertentu, Dinas Pengairan mengelola kebersihan saluran, Dinas Bina Marga mengelola kebersihan bagian jalan tertentu




V.	 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab IV, maka kesimpulan penelitian ini adalah
1.	Efektivitas pelayanan kebersihan yang diberikan PD. Kebersihan Kota Bandung  masih belum efektif dikarenakan proses pengelolaannya masih memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Sarana dan prasarana TPS pun belum sesuai dengan standar pelayanan minimal, sehingga proses pengelolaan sampah hanya besifat memindah sampah bukan mengurangi timbulan sampah. Masih seringnya terjadii sampah di TPS yang tidak terangkut ke TPA dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah dari sumbernya. 
2.	Faktor regulasi merupakan faktor yang mempengaruhi PD. Kebersihan belum efektif memberikan pelayanannya. Berdasarkan regulasi yang ada Penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandung dilaksanakan oleh lembaga berbentuk BUMD akibatnya PD. Kebersihan Sebagai BUMD tidak bisa menjalankan fungsi perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah dan menjalankannya secara menyeluruh, karena kebijakan yang dirumuskan terbatas kepada aspek finansial sebagai entitas usaha, tidak tertuang dalam dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD baik program maupun alokasi APBD, PD Kebersihan tidak dapat menyelenggarakan pelayanan umum pengelolaan sampah sesuai standar pelayanan (level of service) karena tidak dijamin dengan ketersediaan APBD sesuai dengan kebutuhan biaya pelayanan, melainkan tergantung dari kinerja keuangan sebagai perusahaan yang terus menerus mengalami kerugian, PD Kebersihan tidak memiliki kewenangan dalam mengembangkan sistem pengurangan sampah sedekat mungkin dengan sumbernya melalui pendekatan sosialisasi dan regulasi. Faktor SDM baik kualitas maupun kuantitas juga belum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sampah.
3.	Perencanaan strategis pada perusahaan harus mencakup semua aspek operasi dan semua aspek manajemen yang ada, sehingga menempatkan perencanaan tersebut sebagai planning yang memiliki multi‐tujuan. Maka pengelolaan sampah perlu dikembangkan secara terintegrasi dari hulu ke hilir, menuju terbentuknya siklus materi yang efisien dan tertutup, dengan pendekatan sistemik mencakup multi pendekatan dan multipihak. Transformasi paradigma end of pipe, menjadi paradigma yang melihat persoalan sampah dari hulu ke hilir
5.2.	Saran 
Guna melaksanakan pelayanan kebersihan yang optimal terutama mengantisipasi peningkatan volume sampah yang terus bertambah dari waktu ke waktu penulis memberikan saran sebagai berikut :
1.	Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
2.	Perencanaan pengembangan SDM di lingkungan PD. Kebersihan Kota Bandung disusun, diarahkan sesuai dengan butuhan dan dinamikan dalam mengelolaan sampah mulai dari pengangkutan dari dari sumber sampai ke TPA dan teknologi pendukungnya. 
3.	Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan mendukung kegiatan 3R (Reduse, Reuse, Recycle) serta melakukan perawatan secara teratur untuk menjaga kondisi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. 
4.	Lakukan inovasi pengelolaan sampah,seperti menginventarisasi kembali sumber daya produksi guna pemanfaatan secara lebih kreatif dan menghemat biaya.
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